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This research has purposes to know how the implementation of e-government, 
implementation of the Government Governance and e-government influence on 
the implementation of the Government Governance in the Government of Cianjur. 
The population in this research is 58 (Fifty eight) OPD in the Government 
environment Cianjur. Based on purposive sampling is then used 26 (twenty six) 
OPD in the Government environment of Cianjur. Data collection was done 
through the dissemination of a questionnaire using the semantic defferential 
scale. To test the effect of e-government (X) with respect to the implementation of 
the governance of the Government (Y), then in this study used a simple linear 
regression. The final results of the research done indicates that the 
implementation of e-government on most of the Department, Agencies and Offices 
in Cianjur influence of 78,5% with respect to the implementation of the 
governance of the Department, Agencies and Offices in Cianjur. While the rest 
21,5% is the influence of another factors outside of e-government. 
 




Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki tanggung 
jawab akan kemajuan daerah setempat serta mewujudkan kesejahteraan 
masyarakatnya. Dalam pelaksanaan tanggung jawab yang dimilikinya tersebut, 
maka muncul beberapa permasalahan dalam implementasinya, seperti sistem kerja 
yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah berlandaskan pada birokrasi yang 
kaku. Sehingga terjadi interaksi yang komplek antara lembaga-lembaga negara, 
masyarakat, dan dunia usaha dengan pemerintah karena proses yang panjang, 
lambat dan rumit. Permasalahan lain yaitu adanya tuntutan transparansi dari pihak 
Pemerintah terkait dengan pengelolaan tatanan Pemerintahan hal ini disebabkan 
dengan adanya peristiwa-peristiwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang 
pada akhir-akhir ini di blow up oleh pemberitaan dalam berbagai macam media 
informasi yang ada. 
Oleh sebab itu adanya tuntutan pelayanan pubik yang dapat memenuhi 
kepentingan bersama, dan terfasilitasinya partisipasi masyarakat terhadap proses 
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kebijakan Pemerintah, serta efektivitas kerja pemerintah menjadi sangat penting 
dan butuh perhatian pemerintah. Karena pada kenyataannya kualitas pelayanan 
publik masih butuh perbaikan dan peningkatan dalam kualitas pelayanannya. 
Salah satu bentuk perubahan yang harus dilakukan yaitu terkait penerapan sebuah 
sitem informasi untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan tuntutan 
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan adanya sebuah 
sistem informasi yang diterapkan di instansi Pemerintah maka masyarakat akan 
dengan mudah mengakses informasi terkait dengan kegiatan pelayanan yang 
diberikan pemerintah seperti informasi kebijakan pemerintah, program yang akan 
dan telah dilaksanakan oleh Pemerintah. Hal ini menjadi pendorong pelaksanaan 
penerapan electronic government (e-gov) sebagai sistem yang memanfaatkan 
teknologi informasi di pemerintahan. 
Sistem e-government secara umum didefinisikan sebagai penggunaan 
teknologi informasi dan komunikasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas 
operasi dan memberikan layanan (Kumar dan Best, 2006). Manfaat sistem e-
government sendiri menurut instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 yaitu 
meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 
baik (good governance). Dalam instruksi Presiden, penerapan sistem e-
government diinstruksikan kepada seluruh entitas pemerintahan. Maka selain 
Pemerintah Pusat, semua Pemerintah Daerah juga ikut berlomba memberikan 
pelayanan perijinan yang lebih transparan dengan menerapkan sistem e-
government tersebut. Begitu pula dengan Kabupaten Cianjur, turut menerapkan 
sistem e-government. Adapun penerapan e-government sendiri di Kabupaten 
Cianjur merupakan sebuah indikator yang dicapai dalam urusan komunikasi dan 
informatika yaitu adanya kepemilikan website Kabupaten Cianjur. 
Dengan adanya sistem e-government, menjadikan sebuah harapan baru 
bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani peningkatan 
kualitas palayanan publik yang lebih transparan, efektik dan efisien, terjalinnya 
partisipasi masayarakat serta adanya akuntabilitas pemerintah kepada publik yang 
berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintahan.  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti 
menetapkan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut : (1) Bagaimana 
Penerapan e-Government di Pemerintah Kabupaten Cianjur; (2) Bagaimana 
Gambaran Tata Kelola Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur; (3) 
Bagaimana Pengaruh Penerapan e-Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola 
Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur. 
 
Kajian Pustaka 
 Kondisi pemerintahan saat ini mengakibatkan masyarakat menuntut 
pemerintah untuk menyelenggarakan tatanan pemerintahannya dengan baik mulai 
dari proses kerja aparat pemerintah sampai dengan peningkatan kualitas layanan 
publik yang diberikan. Konsepsi kepemerintahan yang baik (good governance) 
secara konseptual kata baik dalam istilah kepemerintahan yang baik mengandung 
dua pemahaman yaitu pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak 
rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam 
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pencapaian tujuan nasional yaitu kemandirian, pembangunan berkelajutan dan 
keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah  yang efektif dan efisien 
dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 
2004:42).  
 Terselenggarannya good governance merupakan prasyarat bagi setiap 
pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta 
cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan 
penerapan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang tepat. Oleh sebab itu, 
sistem merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya pelaksanaan tata 
kelola pemerintah yang baik. Dalam menunjang good government governance, 
maka yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menerapkan sistem informasi dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi yaitu e-government.  
Adapun untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi tersebut, 
terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi guna mengaplikasikan 
teknologi informasi tersebut. hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Azhar 
Susanto (2008:207), bahwa komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari: (1) 
perangkat keras (hardware); (2) Perangkat lunak (Software); (3) Pengguna sistem 
informasi/ Sumber Daya Manusia (Brainware); (4) Prosedur; (5) Database; (6) 
Teknologi jaringan komunikasi. Komponen tersebut kemudian dijadikan sebuah 
tolak ukur untuk mengetahui pencapaian penerapan e-government pada 
lingkungan pemerintahan. 
Maka dengan adanya penerapan e-government ini pemeritah dapat menata 
sistem manajemen, pelayanan dan proses kerja pada pemerintahan dengan 
memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, dengan menerapkan sistem e-
government ini, maka tercipta transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, 
dan partisipasi masyarakat dalam pelaksaaan tatanan pemerintahan. Hal tersebut 
sesuai dengan prinsip-prinsip pada tata kelola pemerintah, dengan demikian 
adanya penerapan e-government pada sebuah pemerintah baik pusat maupun 
daerah dapat mewujudkan paradigma tata kelola pemerintah atau dengan istilah 
Good Government Governance.  
Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut maka hipotesis dalam penelitian 
ini yaitu bahwa penerapan e-government berpengaruh positif terhadap 
pelaksanaan tata kelola pemerintah di Pemerintah Kabupaten Cianjur. 
 
Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Menurut 
Mardalis (2009:26) pengertian metode deskriptif yaitu metode penelitian yang 
bertujuan untuk mendeskripsikan apa - apa yang saat ini berlaku. Didalamnya 
terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan 
menginterprestasikan kondisi - kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. 
Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. Data 
primer yang dijadikan sumber data berupa kuesioner yang diberikan kepada 
responden. Sumber data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner ke Dinas, 
Badan dan Kantor. 
Populasi dalam penelitian ini yaitu 58 (lima puluh delapan) Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD)  pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur 
TONI HERYANA & SARI KARTIKA DEWI/ Pengaruh Penerapan E-Government Terhadap 





41 | Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.1 | No.1 | 2013   
 
yaitu terdiri dari 32 Kecamatan, 17 Dinas, 7 Badan dan 2 Kantor. Teknik sampel 
yang digunakan adalah non probability sampling dengan pendekatan purposive 
sampling. Berdasarkan teknik tersebut maka diambil sebanyak 26 sampel uaitu 
terdiri dari 17 Dinas, 7 Badan dan 2 Kantor 
Variabel dalam penelitian ini adalah penerapan e-government yang 
digambarkan oleh 6 dimensi yaitu hardware, software, brainware, prosedur, 
database, dan teknologi jaringan telekomunikasi. Sedangkan untuk variabel  
pelaksanaan tata kelola pemerintah digambarkan oleh dimensi prinsip-prinsip tata 
kelola pemerintah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien 
dan partisipasi. 
 
Hasil dan Pembahasan 
 Adapun penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan berdasarkan hasil 
yang pengolahan data kuesioner yang telah dlakukan pada Pemerintah Daerah 
Kabupaten Cianjur dapat disimpulkan bahwa pengaruh penerapan e-government 
sebesar 3,92 menunjukkan bahwa variabel penerapan e-government berada pada 
kategori baik. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi di peroleh nilai 
sebesar 78,5%, artinya bahwa penerapan e-government memberikan pengaruh 
sebesar 78,5% terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur. 
 Untuk hasil perhitungan mean skor tanggapan responden mengenai 
pelaksanaan tata kelola pemerintahan di kabupaten Cianjur sebesar 4,25. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tata kelola pada sebagian besar 
Dinas dan Badan di Kabupaten Cianjur sudah sangat baik. 
Uji Asumsi Regresi 
1. Hasil Uji Asumsi Normalitas 
pada penelitian ini digunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk menguji 
normalitas model regresi. Adapun hasilnya yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 1.1 
Hasil Pengujian Asumsi Normalitas 
 
Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai probabilitas (sig.) pada uji 























Test distribut ion is Normal.a. 
Calculated from data.b. 
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Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari  tingkat kekeliruan 5% (0.05) maka 
dapat disimpulkan bahwa hasil estimasi model regresi berdistribusi normal. 
Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut pula, dapat 




Berdasarkan gambar 1.1 tersebut, menunjukkan bahwa setiap titik menyebar 
dan tidak teratur. Artinya model regresi dikatakan baik dan datanya 
berdistribusi normal. 
2. Hasil Uji Asumsi Heteroskedastisitas 
Untuk menguji apakah varian dari residual homogen atau tidak digunakan uji 
korelasi rank Spearman, yaitu dengan mengkorelasikan variabel bebas 
terhadap nilai absolut dari residual (error).  Apabila koefisien korelasi dari 
variabel bebas signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, hal ini 
mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 1.2 berikut dapat 
dilihat nilai signifikansi koefisien korelasi variabel bebas dengan nilai absolut  
residual (error). 
Tabel  1.2 









Correlat ion Coeffic ient
Sig. (2-tailed)
N
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 Berdasarkan hasil olahan seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.21 diatas 
dapat dilihat nilai signifikansi dari koefisien korelasi variabel e-government 
dengan nilai absolut error  (0,712) masih lebih besar dari 0,05. Hasil ini 
menunjukkan bahwa residual (error) yang muncul dari persamaan regresi 
mempunyai varians yang sama (tidak terjadi gejala heteroskedastisitas). 
Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner tersebut pula, dapat digambarkan 




 Berdasarkan gambar 1.2 diatas, menunjukkan bahwa setiap titik menyebar 
dan tidak teratur. Artinya tidak terjadi heteroskedastistas dan menandakan bahwa 
model regresi dalam penelitian ini dikatakan baik. 
 
Estimasi Persamaan Regresi 
Untuk mendapatkan persamaan regresi antara pengaruh penerapan e-government 
(X) terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah (Y) digunakan analisis regresi 
linier sederhana. Berikuta hasil penghitungannya. 
Tabel 1.3 
Hasil Estimasi Persamaan Regresi  
 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat disusun suatu persamaan regresi 
sebagai berikut: 
Y = 1,358 + 0,707 X 
Coefficientsa
1.358 .300 4.533 .000












Dependent Variable: Tata Kelolaa. 
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Nilai koefisien variabel X sebesar 0,707 menunjukkan besarnya peningkatan 
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik  apabila  penerapan e-government 
meningkat satu tingkat. Kemudian nilai konstanta sebesar 1,358 menunjukkan 
nilai rata-rata pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik pada saat  e-
government tidak  diterapkan. 
Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi (R-square) merupakan koefisien yang digunakan untuk 
mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh variabel independen terhadap 
perubahan variabel dependen. Adapun nilai koefisien determinasi yang diperoleh 
melalui hasil pengolahan menggunakan software SPSS 18 for windows dapat 





Nilai 0,886 ini menunjukkan terdapat hubungan yang sangat erat/sangat kuat 
antara penerapan e-Government dengan pelaksanaan tata kelola pemerintah di 
Kabupaten Cianjur. 
Selain koefisien korelasi, pada tabel diatas juga disajikan nilai R-square yang 
dikenal dengan istilah koefisien determinasi (KD): 
 KD = (0,886)
2
 x 100% = 78,5% 
Koefisien determinasi sebesar 78,5% dapat dimaknai bahwa 78,5% perubahan 
pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur bisa dijelaskan atau 
disebabkan oleh penerapan e-government. 
 
Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 
penerapan e-government terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintah di 
Kabupaten Cianjur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 
1. Penerapan e-government pada sebagian besar Dinas, Badan dan Kantor di 
Kabupaten Cianjur sudah baik. Demikian juga bila dilihat berdasarkan butir 
pernyataan, terlihat bahwa rata-rata skor tanggapan responden pada umumnya 
masuk dalam kategori baik, kecuali mengenai penggantian perangkat keras, 
ketelitian pola kerja pegawai dan penggunaan teknologi internet sebagai 
pendukung penerapan e-government yang termasuk dalam kategori sangat 
baik. 
2. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan pada sebagian besar Dinas, Badan dan 
Kantor di Kabupaten Cianjur sudah sangat baik. Demikian juga bila dilihat 
berdasarkan butir pernyataan, terlihat bahwa rata-rata skor tanggapan 
responden pada sebagian butir pernyataan termasuk dalam kategori sangat 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), e-Governmenta. 
Dependent Variable: Tata Kelolab. 
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baik. Sementara rata-rata skor tanggapan responden pada sebagian butir 
pernyataan lainnya termasuk dalam kategori baik. 
3. Penerapan e-government memiliki hubungan yang sangat kuat dengan 
pelaksanaan tata kelola pemerintah di Kabupaten Cianjur, semakin baik 
penerapan e-government maka pelaksanaan tata kelola pemerintah juga akan 
semakin membaik. Melalui hasil pengujian terbukti bahwa penerapan           
e-government memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 
pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan e-government 
memberikan pengaruh sebesar 78,5%  terhadap pelaksanaan tata kelola 
pemerintah di Kabupaten Cianjur. 
Saran 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa temuan yang 
didapat oleh peneliti terkait dengan penerapan e-government di Kabupaten 
Cianjur. Atas temuan tersebut saran yang dapat diajukan oleh peneliti, yaitu 
sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari penelitian yang 
dilakukan, pada dimensi Pengguna (Sumber Daya Manusia) untuk indikator 
pelatihan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bentuk menambah 
wawasan pegawai, terdapat responden yang mengisi pada nilai 3 yaitu 
sebanyak 50 % dan pada nilai 2 yaitu sebanyak 7,69 %. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa untuk pelatihan-pelatihan pegawai masih kurang. Hal ini 
dapat memberikan peluang masalah karena dalam penggunaan software 
(perangkat lunak) yang tersedia pada Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan 
Pemerintah Kabupaten Cianjur membutuhkan sumber daya manusia yang 
memahami dan mahir dalam pengoperasiannya. Oleh sebab itu sumber daya 
manusia yang kompeten sangat dibutuhkan dalam proses pencapaian 
pelaksanaan penerapan sistem e-government. Bagi Pemerintah/Instansi 
sendiri maka disarankan untuk melakukan pelatihan secara berkala kepada 
para pegawainya dan bahkan menambah jumlah pegawai yang sesuai dengan 
bidangnya dalam teknologi informasi sehingga penerapan e-government dapat 
terlaksana secara optimal. Jika seluruh penerapan e-government dapat 
dilaksanakan dengan baik oleh setiap OPD yang ada, maka tata kelola 
pemerintah yang baik akan terwujud. 
2. Pada dimensi hardware (perangkat keras) untuk indikator spesifikasi 
perangkat keras terdapat responden yang mengisi pada nilai 3 sebanyak 
23,08% dan untuk dimensi software (perangkat lunak) untuk indikator 
kesesuaian software yang digunakan terdapat responden yang mengisi pada 
nilai 3 sebanyak 38,46 % dan pada nilai 2 sebanyak 7,69 %. Berdasarkan 
hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala dalam 
pengadaan hardware maupun software pada Dinas, Badan dan Kantor di 
Pemerintah Kabupaten Cianjur ini. Hal ini terkait dengan alokasi dana yang 
diberikan oleh Pemerintah kepada OPD yang terbatas. Sedangkan untuk 
penerapan sistem e-government sendiri hardware dan software merupakan 
perangkat utama yang mendukung penerapan e-government. Oleh sebab itu, 
sebaiknya Pemerintah memberikan alokasi anggaran dana kepada setiap OPD 
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di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur untuk kepentingan peningkatan 
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